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KEPALA DESA RENDENG
KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA RENDENG
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RENDENG

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RENDENG

bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
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2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas
Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868
Tahun 2023);

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor
16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 1000);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 1051);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran
Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 970);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 121);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 123);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar
Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2018 Nomor 53);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2025 Nomor 38);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2025 tentang
Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2025 Nomor 39);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 109 Tahun 2025 Tentang
Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 109);

Peraturan Desa Rendeng Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2020 - 2027
(Lembaran Desa Rendeng Tahun 2020 Nomor 02);



19 Peraturan Desa Rendeng Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun 2026 (Lembaran Desa Rendeng
Tahun 2025 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RENDENG
Dan
KEPALA DESA RENDENG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
RENDENG TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa RENDENG Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp 678.690.200,00
2. Belanja Desa Rp 690.699.093,00
Surpuls/Defisit Rp (12.008.893,00)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 17.008.893,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 12.008.893,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp 0,00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat,
dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja
tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan

mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.



(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;
tidak diharapkan terjadi secara berulang;
berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan
oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan

dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran
Desa RENDENG.

Diundangkan di : Desa Rendeng
Pada tanggal : 30 Desember 2025
SEKRETARIS DESA
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SAIFUL MUALIM

LEMBARAN DESA RENDENG NOMOR 10 TAHUN 2025



LAMPIRAN

PERATURAN DESA RENDENG

NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA RENDENG

TAHUN ANGGARAN 2026
Jenis APBDes : APBDes Awal
KODE REK URAIAN SNSRI KETERANGAN
(Rp)
1 2 3 4
LN PENDAPATAN
41 Pendapatan Asli Desa 15.750.000,00
472 Pendapatan Transfer 656.883.200,00
4.3, Pendapatan Lain-lain 6.057.000,00
JUMLAH PENDAPATAM 678.690.200,00
5. BELANJA
51. Belanja Pegawai 343.491.852,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 216.957.241,00
5.3. Belanja Modal 120.050.000,00
54. Belanja Tidak Terduga 10.200.000,00
JUMLAH BELANJA 690.699.093,00
SURPLUS / (DEFISIT) (12.008.893,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 17.008.893,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 17.008.893,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC 12.008.893,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAM
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LAMPIRAN
PERATURAN DESA RENDENG
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA RENDENG
TAHUN ANGGARAN 2026
Jenis APBDes : APBDes Awal
=3 — g i
1 2 3 4 5
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 15.750.000,00
42 Pendapatan Transfer 656.883.200,00
4.3 Pendapatan Lain-lain 6.057.000,00
JUMLAH PENDAPATAM 678.690.200,00
5. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 391.985.093,00
11. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 391.985.093,00
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 35.252.000,00 | ADD
1.1.01 | 5.1. Belanja Pegawai 35.252.000,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 218.892.000,00 | ADD
1.1.02 | 51. Belanja Pegawai 218.892.000,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 20.547.852,00 | ADD
1.1.03 | 51. Belanja Pegawai 20.547.852,00
1.1.04 Ee;:r)rediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK 66.041.461,00 | ADD, DLL, PAD, F
1.1.04 | 51. Belanja Pegawai 37.800.000,00
1.1.04 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 28.241.461,00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 24.000.000,00 | ADD
1.1.05 | 5.1. Belanja Pegawai 24.000.000,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga 607.260,00 | ADD
m, Listrik dlf)
1.1.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 607.260,00
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 10.864.520,00 | ADD, PAD
1.1.07 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 10.864.520,00
1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des 8.780.000,00 | DDS
a
1.1.08 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 8.780.000,00
1.1.90 Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.000.000,00 | ADD
1.1.90 | 5.1. Belanja Pegawai 7.000.000,00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 221.614.000,00
21, Sub Bidang Pendidikan 35.200.000,00
2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De 7.200.000,00 | DDS
sa (Honor, Pakaian dll)
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KODE URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
REKENING (Rp)
1 2 3 4 5
21.01 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00
2.1.90 Penyelenggaraan madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Peng 28.000.000,00 | ppS
ajar, pakaian Seragam, Operasional
2190 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00
2.2 Sub Bidang Kesehatan 75.414.000,00
2203 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga 63.190.000,00 | DDsS
dan Kader Kesehatan dll)
2203 | 52 Belanja Barang dan Jasa 51.140.000,00
2203 | 53. Belanja Modal 12.050.000,00
2295 Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, insentif kader Po 4.274.000,00 | DDS
sbindu)
2295 | 52. Belanja Barang dan Jasa 4.274.000,00
2.2.96 Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi PencegahanStunting 7.950.000,00 | DDS
2296 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 7.950.000,00
2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 86.500.000,00
2.3.05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina 5.000.000,00 | DDS
se dil)
2.3.05 | 53. Belanja Modal 5.000.000,00
2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 45.000.000,00 | DDS
2312 | 53. Belanja Modal 45.000.000,00
2315 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 36.500.000,00 | DDS, DLL
"
2.3.15 | 5.3. Belanja Medal 36.500.000,00
24, Sub Bidang Kawasan Pemukiman 15.000.000,00
2415 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 15.000.000,00 | DDS
2415 | 53. Belanja Modal 15.000.000,00
2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 9.500.000,00
2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DIl) 3.000.000,00 | DDS
26.02 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
26.03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/instalasi Komunikasi dan Informasi 6.500.000,00 | DDS
Lokal Desa
26.03 | 53. Belanja Modal 6.500.000,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 66.900.000,00
43. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 46.900.000,00
4.3.02 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 3.000.000,00 | DLL
43.02 | 52. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
4.3.90 Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam pen 43.400.000,00 | DDS
entuan kebijakan pemerintahan De
4390 | 52 Belanja Barang dan Jasa 43.400.000,00
4.3.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 500.000,00 | DDS
4399 | 52 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00
44, Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 20.000.000,00
Keluarga
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KODE URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA

REKENING (Rp)

1 2 3 4 5
4401 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 10.000.000,00 | DDS
4401 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
4499 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan A 10.000.000,00 | DDS

nak dan Keluarga
4499 | 52. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE 10.200.
5.2. Sub Bidang Keadaan Darurat 3.000.000,00
5.2.00 Penanganan Keadaan Darurat 3.000.000,00 | DDS
5200 | 54. Belanja Tidak Terduga 3.000.000,00
5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 7.200.000,00
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 7.200.000,00 | DDS
5.3.00 | 54. Belanja Tidak Terduga 7.200.000,00
JUMLAH BELANJA 690.699.093,00
SURPLUS / (DEFISIT) (12.008.893,00)

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 17.008.893,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC 12.008.893,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

==
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BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA RENDENG
DALAM RANGKA PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DESA RENDENG MENJADI PERATURAN DESA
NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Berdasarkan ketentuan peraturan per undang — undangan yang berlaku , bahwa
setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes di evaluasi oleh Tim Evaluasi
APBDes dan Perubahan APBDes Tingkat Kecamatan Sale dan setelah direvisi
untuk dilaksanakan musyawarah Desa untuk menetapkan menjadi Peraturan Desa.

Berkenaan hal tersebut diatas , pada hari ini selasa, tanggal tiga puluh bulan
Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam , bertempat di Balai Desa Desa
Rendeng telah dilaksanakan musyawarah Desa Rendeng , yang dihadiri Kepala
Desa , Perangkat Desa , Pengurus BPD , Tokoh Masyarakat .

Dalam musyawarah Desa tersebut telah memutuskan hasil sebagai berikut :

1. Menetapkan rancangan Peraturan Desa Rendeng nomor 08 Tahun 2025
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun
2026 menjadi Peraturan Desa dengan ketentuan :

a. Setelah direvisi sesuai dengan hasil Evaluasi oleh Tim Tingkat Kecamatan
Melengkapi dokumen yang masih kurang

b. Setelah penetapan dilanjutkan pengundangannya oleh Sekretaris Desa agar
semua orang tahu.

Demikian Berita acara ini dibuat dan dapat dipergunakan seperlunya.
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Kepala Desa Rendeng
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DAFTAR HADIR PENETAPAN APBDES TAHUN 2026
DESA RENDENG KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 30 DESEMBER 2025
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PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN SALE

Alamat : JI. Blora Km. 1 Sale - Rembang Kode Pos 59265

M\“——M

Sale , 31 Desember 2025

: 142/391/2025 Kepada:
. 1 ('satu) bendel.
: Penting. Yth. Kepala Desa Rendeng
: Penetapan Rancangan Perdes tentang di—
APB Desa Tahun Anggaran 2026 SALE

Melaksanakan ketentuan pasal 34 Peraturan Bupati Rembang nomor : 64 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Rembang nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Bupati Rembang nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa serta melaksanakan diktum kedua Keputusan Camat Sale nomor : 142/26/2025 tentang
Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 tingkat
Kecamatan Sale.

Berdasarkan surat saudara tanggal 29 Desember 2025 . nomor : 045.2/62/2025 , perihal
pengiriman Rancangan Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2025 tentang Rancangan APB Desa
Rendeng Tahun Anggaran 2026 , bahwa Tim Evaluasi Peraturan Desa tentang APB Desa
Tahun 2026 Tingkat Kecamatan Sale telah melaksanakan evaluasi dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang — undangan yang berlaku.

Maka sebagaimana tindak lanjut hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa Tahun Anggaran 2026 , dengan ini kami

a. Mengembalikan Rancangan Peraturan Desa Rendeng nomor 08 Tahun 2025 tentang
APB Desa Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati bersama dengan BPD untuk
dibenahi sesuai Keputusan Camat;

b. Penyampaian Keputusan Camat Sale nomor : 142/41/2025 tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Rendeng Tahun Anggaran 2026;

¢. Menetapkan rancangan tersebut huruf a diatas yang telah dievaluasi Camat menjadi
Peraturan Desa dan segera diundangkan oleh Sekretaris Desa;

d. Menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran
2026.

¢. Mengirim kembali peraturan tersebut dalam huruf ¢, dan d, di atas kepada camat sebagai
bahan laporan yang meliputi :

a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026
b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Anggaran 2026.

Kemudian untuk dilaksanakan dan-atas kerjasama saudara , disampaikan terima
kasih. W RAL,,

</ -~ CAMAT SALE

. & MOA. IMRON/S.H.
e Y /7 Pembi
T NIP/19750905 199603 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.:
1. Bp. Bupati Rembang
Cq. Ka.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Rembang.




PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN SALE

Alamat : JIn. Blora Km. 1 Sale-Rembang Kodepos 59265

KEPUTUSAN CAMAT SALE KABUPATEN REMBANG
NOMOR :142/41/2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA RENDENG, KECAMATAN SALE, KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT SALE KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bupati
Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah di ubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat
paling lambat 3 (tiga) hari sejak di sepakati untuk dievaluasi;

b. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Bupati
Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah di ubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan keuangan Desa, hasil evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa disampaikan Kepala Desa dituangkan dalam
Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling
lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
rancangan dimaksud,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);



3.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 61 1);
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang
Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penggunaan, dan
Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indoesia Tahun 2024 Nomor 1083);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangandan Aset Desa (Lembar Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 tentang Daftar
Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 64 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Rembang 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7 );

Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Aggaran 2026;

Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2025 tentang
Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kepala Desa Tahun Anggaran 2026;

Peraturan Bupati Rembang Nomor 109 Tahun 2025 tentang
Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ;



Memperhatikan :

Menetapkan :
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

1. Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan
APB Desa Tahun Anggaran 2026 Desa Rendeng oleh Tim
Evaluasi APB Desa Kecamatan Sale Kabupaten Rembang
Tanggal 30 Desember 2025;

2. Surat Kepala Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten
Rembang Nomor : 045.2/62/2025 Tanggal 29 Desember 2025
Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rendeng
Tahun 2026 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa
Rendeng No. 08 Tahun 2025 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahunan Tahun Anggaran 2026

Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil verifikasi
sebagaimana diktum pertama dan segera ditetapkan menjadi Peraturan
Desa dan untuk di undangkan oleh Sekretaris Desa;

Hasil evaluasi tersebut pada diktum pertama tercantum dalam lampiran
keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
keputusan Camat ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sale
Pada .mnggm : 31 Desember 2025

-
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. M8 Pemb}ﬁa
NIP 19 50905 199603 1 002



BERITA ACARA
RAPAT TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA RENDENG NO. 08
TAHUN 2025
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA RENDENG TAHUN ANGGARAN 2026
TINGKAT KECAMATAN SALE

Pada hari Selasa, tanggal Tiga Puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Lima , telah dilaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Rendeng
No. 08 Tahun 2025, tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun 2026 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
Tahun Anggaran 2026 Tingkat Kecamatan Sale.

Hasil evaluasi Tim terhadap Rancangan Peraturan Desa Rendeng No. 08
Tahun 2025 tentang Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana
tercantum dalam diktum pertama Keputusan Camat Sale , Nomor
142/41/2025, tanggal 31 Desember 2025 yang merupakan dokumen tidak
terpisahkan dengan Keputusan Camat ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

o Pt

[ W !-' 'r: ;__n Wi AN )
la = \ E‘A.‘”k{_,,
"""
\
W\ 4)\ o \:' ‘.)’,-“
N . IMROIY, SH.
SR SP mblﬂa

NIP. 19750905 199603 1 002



esap 93 uesredwresip ye[al 9gog uereSsuy unye], esa( gdv ISenfeay g
adg uesusp yesedsstp yerel 9zog weregduy unye], esaq gy weSueowey uep eso(] gdv Isenfes? uswnsjo(] ‘7 - wenduwisay

(qeremefsnur frsey .
eIEOR BJLIRq Jeyl]) Bse( ddV Ueyeqniad/eseqgddy A el
adg Suejuel g10g unye], guejue) sepiag uejesiedaluad uep esa(] gdV Ureyeqniad /esa(g
0¢ 'ON Suequay nedng ueinjered uesreseplog| ueseyequad (Jg yeremeisnpy [isey uesninday] g4V Suejua) sepisq uesueouey needalusw yelay qdg yeedy
ISEN[eAIIp Jnjun jeure)) ( wesmundoy A k!
mrepw nedng epeday uesnferp snrey essq gdv ressue) yeyr) ese( gdv ueyeqnIag/esaq
uedelouod Suejud) sapIad ¢ vuwresiaq yexedastp ddv Suejus) sepreg ueyesjedofuad uep nyxem yedsy uesnenp
Ue[e3es ey ¢ ¢ ueinje uesteseplag| ueseyequad qJg yeremessny sey uesninday esa(] gdVv vedejsusd Suejua) sopiad ueduesues uenfeSuad yesedy
A Il
uawmsjop uedexdus[ay ISIa)D dex8us] ereoss eso(] LIep BWLIS}IP e[a] ISEN[EA? UITINOp BNWas yeyedy
SVLITVOHT NVU ISVALSININAY JAdSV 1
4 1
ISVIIATIIA LVIV ISVIIIIIHA LVTIV VAL | VA VSIRIAd NILNIJON /TAISY ON
] NVIVNSASE
Fuopuoy : BSO(]
ores : UBJBUIRBOY]
Suequioy : uarednqey

920C NVIVDODNV NNHVL VSEd 8dV ISVATVAT SVENAT

70T 12quIasa(] OF “ese[og : ressdue],

SzoT/1v0/ThT - JowoN
oreg jewe) uesninday : uendurer]




adg wesuelun], uep esa(] yeydueiad
uep eso( ereday] dejng vedejousg Suejuoy
dnqisg nere gy Suejus) nedng uemjerad

nedng uvernjerad urerep uesdelayrp Sued
rensas esa(] jeyduetsd uep esa( ereday reuoiserado uep uweSuefuny, ¢ dejng

'S'eC

add vesuefun], uep esa(] 1esuIag
uep esa(q ereday deinig uedejaug Suejua
dnqisd neje (qQy Sueius) nedng ueinjerad

edrem unni uep eSduela) unyns druasuy ‘4

adgd reuorserad( uep ueduelung, ¢

esa(] UBRIULIDWR] reuoiseradQ 'g

sopiey] /sapey ueduelung, uep dejfis |

 Ymyun ueseundIp o, O¢ Jedreq

gurred esa(q gy werep uesdels)p Suek esao(] eluepaq yesedy

( sreafnmpy ) uveregdue
unye; (nyes) 1 Lep yrqo] uesnyerp ued ueyeredasy/uresSord epe yesredy

ee7T

BSo(] UBFUBUIMIY]
ueduap rensas ye[a) esa( elueag uejersey enwos yesedy

g’ee

nyerlaq ued ueSuepun-Suepuniad
ueanjerad ue3usp rensss yeral uep elfueleg soJ ueredwauad yeedy

'eae

efuejog

STISI[BaI Uep [RUOISBI YEPNS IJJSUel], eueq
rep Jequinsiaq JueAd esa(g ueredepuad sewmnse yeedy

£CC

BS9(] UBINjEISd WEBP JNJeIp e[a] uep [edo] ereoss
uexjedepip B1I9s ‘SIISI[EaI Uep [euoisel esa(] I[sy uejedepuad
Lep requnsiaq Sued esop uejedepuad sewmnss yeyedy

e

spsIear uep feuoisel uejedepuad sewmss yuyedy

1'¢e

uejedepuag

cC

ueduepun - Suepuniad UeInjers]
wegusp rensss yee) uejedepus sod wreyedwouad yesedy

T1e

uelelloq unye) ueyeqniod esoq Iy /esad I Uelesepiaq
unsnsip esa( gdv Ueyeqnisd/essq gdy s9pisd uedueoue: yesedy

‘e

wnun

‘e

esaQ €dV dNLANVLS NVA NVIAVLISTE MAdSY

9

]

14

€

4

ISVIIIIAIA LVIV

ISVIIARIEA VIV

AVAdLL

VA

NVIVOASHSHM

VSIIIEIAd DNVA NENOJINO3 NVd JddSV

ON




©SIp Dyreqiadip ynjun UesIequIaN( :
nedng mijestp snyun UeNSTLIaNI(T :

lIsenfeay nisey

ST0T Iequasa(y Og ‘ese[og : re38uey wesnyenp Isenfeag

nyel1sq fued we§uepun-Suepniad uegusp rensas yepns ueeferquiag uep eltereg ‘weredepuag sog 'z

uegued ueweyejoy Euep uep ynnd yerow esap Iseradoy yryun uegunynp epe gepng 1  uerndunsayy
A eAuyninges uespeungip 1T
Ye[9) eAUM[aqes unye; VdTIS Yyeyede ‘essoq gy TeUeqnIsg 1senfeas epeq
A eAumniaqes vere§Sue unye; yqis redepaa; 97
ueeAerquad ueewnisuad sod eped ¢ UeyeqnIad /eseq gqy ISen[eas epeq
Elesn ueseferoy reru
A fnUwWaw wep esop wernyerod mejaw uesdejonp uep uweSuepun-guepuniod| S+'C
ueinjerad ueduap rensos Ue[d1 SaqNY eped [epow ueelrofuad yesedy
sednng o
A eped [epow ueerafuad Smun weederquad trerenofuad sod epe yesedy| v'P'C
esaq|
A ueImjersd uesuap uexdejap yepe; wesuepe) eueg uemusquad yesedy €T
ueduepe)
A eueq ueederquad ynmyun ueelerquoad uerenjaguag sod epe yesredy ere
A nxeaq Suel ndwcmwﬂ:.wn.mvcaum 'tz
ueanjerad uegusp renses Ue[e) ueeAerqusg sod ueyedurousd yexedy
uveleiquiag| 1z
usjednqey A (rsesrrepuess ) syeiSoos uep uereyeway yexysun uesgumryrodwoawm euarey| 4'€°C
YejuLawad Yoo uexdejayrp Sued eSrey repueig SI80] yepns ueynseyp uese Sue ndjno weBusp efueaq 1sexore yexedy
adg uesuefung, uep sa(] Jexdurag
uep eso( eredsy deyng uedeousy Suejuo; A nedng uernjerag werep uesidejayrp Fuel fenses wesregduerp| ‘9'¢y
dnqiag neje qqy Suwejue) nedng wemjerog M/ L JRUIST B}19s ‘qdg v1088ue [etorsessdo uep weSuefun], weresag
5 S 14 € c 1
VAIL | VA
VSNIIEd NIINIJO /NAdSY ON
ISVITAIIEA LVIV ISVIIAIIIA LYV NVIVOSASI]




